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ABSTRAK
Ahmad Baihaqi, 2024. Pemindahan Ibu Kota Negara
Indonesia Perspektif Teori Kontrak Sosial Imam Al-
Mawardi. Skripsi Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas
Syariah. Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wabhid
Pekalongan.
Pembimbing Achmad Umardani, M.Sy.

Pasca disahkannya U
No 3 Tahun 2022 diun
Pemindahan Ibukota

ng-Undang Ibu Kota Negara
pada 15 Februari 2022,
(IKNB) menimbulkan

belakang,
Sebagian

menimbul
benar-ben
Penelitian

tersebut.
matif dan

bahwa proses
pembentukan Un ara memerlukan
evaluasi lebih lanjut untuk memastikan kesesuaiannya
dengan prinsip-prinsip demokrasi modern dan nilai-nilai
Islam dalam tata kelola negara. Rekomendasi yang diberikan
adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses
legislasi, memperhatikan asas kemaslahatan umum, dan
memastikan kebijakan yang diambil sejalan dengan prinsip
keadilan dan kedaulatan rakyat. Dengan langkah ini,
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kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara dapat memperoleh
legitimasi yang lebih kuat, baik secara hukum maupun moral.

Kata Kunci : Pemindahan Ibu Kota Negara, Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2022, Teori
Kontrak Sosial, Imam Al-Mawardi
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ABSTRACT

Ahmad Baihaqi, 2024. Relocation of the Capital City of
Indonesia from the Perspective of Imam Al-Mawardi's Social
Contract Theory. Thesis of the Constitutional Law Study
Program, Faculty of Sharia. K.H. Abdurrahman Wahid State
Islamic University of Pekalongan.

Supervisor Achmad Umardani, M.Sy

After the enactment
of 2022 on February 1
National Capital (I
especially from
formal and m
those who

National Capital Law No. 3
Relocation of the New
several legal issues,
Some have filed
jonal Court and

he discussion of t pital Law
took plac ely short time and
giving the that the governm
to the as the people. This
whether le of people's

respected islative’ process.

forming the Nati rther evaluation
to ensure its compliance wi e principles of modern
democracy and Islamic values in state governance. The
recommendations given are to increase public participation
in the legislative process, pay attention to the principle of
public welfare, and ensure that the policies taken are in line
with the principles of justice and people's sovereignty. With
this step, the policy of moving the National Capital can gain
stronger legitimacy, both legally and morally.



Keywords : Relocation of the National Capital, Law Number
3 of 2022, Social Contract Theory, Imam al-
Mawardi
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Pasca disahkannya Undang-Undang Ibu Kota
Negara Nomor 3 Tahun 2022 pada 15 Februari 2022,
Pemindahan Ibukota Negara Baru (IKNB) menimbulkan
beberapa permasalahan hulgum. Dari sisi prosedural®, ada
yang mengajukan uji n materil ke Mahkamah
Konstitusi serta ya ugatan dari berbagai

negara mema ulai dari
upa banjir..yang
g rendah bahka di dunia,
makin tidak' terk i kepadatan
s meningkat.®
pirik itu dip ula oleh
dan luar

gl pemerataan

! Ahmad Gelora Mahardika And Rizky Saputra, “Problematika
Yuridis Prosedural Pemindahan Ibu Kota Negara Baru Dalam Sistem
Ketatanegaraan Indonesia” (2022). Him. 19.

2 Undang-Undang Republik Indonesia And Nomor 3 Tahun 2022,
Tahun 1945, 2022.

3 Bandingkan dengan Denys Reva, “Capital City Relocation and
National Security: The Cases of Nigeria and Kazakhstan,” Mini-
Dissertation Master Of Secutity Studies (MSS), Department of Political
Sciences University Of Pretoria Faculty Of Humanities, 2016, him. 1.



Pembangunan antara Jawa dan luar Jawa.* Ide pemindahan
ibu kota negara sendiri bukanlah ide baru sama sekali.
Usulan pemindahan ibu kota negara sudah ada sejak jaman
presiden Soekarno, juga presiden Soeharto dan Susilo
Bambang Yudhoyono, namun ide itu tidak pernah berhasil
terselenggara karena dukungan politik dan anggaran yang
tidak begitu kuat. Baru pada periode pemerintahan Jokowi
ini, ide tersebut dapat terl na.

Minimnya partisi

pada proses legislasi di
ar sejumlah undang-

penetapan,
orang di
untuk berkontri

masa jabata pada dinasti
Umayyah dan a yaitu Madinah
yang sebagai negara juga lbu kota. Definisi sistem

4 Lihat lebih lengkap dalam Naskah Akademik Rancangan
Undang-Undang Ibu Kota Negara, Kementerian Bappenas, Tahun 2021,
him. 5.

> Lihat dan bandingkan H. M Yahya, Pemindahan Ibu Kota Negara
Maju dan Sejahtera, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, Universitas
Merdeka Malang, 2018, him. 21-22.



konstitusional Islam tentang Ibu kota jarang dibahas dalam
literatur.®

Sebagai Negara yang menggunakan sistem
presidensial artinya presiden memiliki kekuasaan baik
kepala pemerintahan maupun kepala negara. Dengan
memegang kekuasaan, presiden juga memiliki banyak hak
untuk mengatur arah kebijakan nasional. Kekuasaan yang
dimiliki presiden, di sigim lain dibatasi oleh konsep
konstitusionalisme a prinsip check and

balances.” Deng tidak dapat
bertindak sepi kebijakan dan
keputusan aga lain.

Imam Al
awa dan
aspirasi-
aspiras membina
negara I tuj j ar agama

,~dan rakyat,
kehormatan mer kondisi
sa adalah Imam ah, dalam
I Al Mawardi s at punyak

pemindahan 1bu
Kota sudah terealisasi dengan dasar hukum Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara

® Abdul Jabbar Ridho, “Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara
Republik Indonesia Dalam Perspektif Fikih Siyasah,” No. 1 (2020): 1-9.

" Saiful Ansori, “Konstitusionalitas Pemindahan Tbu Kota Negara
Rl Implikasinya Terhadap Undang - Undang NO. 29 Tahun 2007
Prespektif Siyasah Dustriyah,” No. 29 (2020).



menuai banyak pro dan kontra. Din Samsudin, mantan
Ketua Piminan Pusat Muhammadiyah, Azyumardi Azra,
Guru Besar UIN bernama Syarif Hidayatulah, dan
beberapa pemohon juga telah menggugat Undang-Undang
Ibu Kota Negara ke Mahkamah Konstitusi. Karena tidak
sesuai dengan Undang-Undang, penggugat menilai
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 cacat hukum.
Menurut para Pemohon, ang-Undang Ibukota Negara
melanggar Pasal 1 an ng-Undang Dasar Tahun
atu Undang-Undang

tidak sesuai de

2011 tentang pe peraturan
ne

ang Nomor 3 22 dapat
ada dasarnya p ibu kota

wewenang  pem

keterlibatan Jika proses ini
dilakukan se ngan minimnya
partisipasi publik, maka kebijakan tersebut dapat dilihat
sebagai langkah yang tidak konstitusional karena tidak
menghormati asas demokrasi dan kedaulatan rakyat yang
dipegang teguh dalam Kkonstitusi Indonesia. Sebagai

8 Reni Puspitasari, “Prosedur Pembentukan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Perspektif Siyasah
Dusturiyah” (2022). him. 8.



contoh, beberapa pengamat hukum menyatakan bahwa
pembahasan  Undang-Undang Ibu Kota Negara
berlangsung dalam waktu yang relatif singkat dan kurang
transparan sehingga terkesan bahwa pemerintah tidak
sepenuhnya mendengarkan aspirasi masyarakat. Ini
menimbulkan pertanyaan apakah prinsip kedaulatan rakyat
benar-benar dihormati dalam proses legislasi tersebut.

Dari perspektif kongitusionalisme Islam, undang-
undang ini juga meni debatan, terutama terkait

kebijakan atau
pada prinsip

bertujuan untuk
rta, - seperti . ke jir, dan
k, harus dievalua i
aknya bagi rakya
ini hanya me faat bagi
pok, /sementara

awardi seorang
ulama dan pemikir politik Islam klasik, menekankan
pentingnya keadilan dan kemaslahatan dalam tata kelola
negara. Menurut Al-Mawardi, seorang pemimpin harus
memprioritaskan  kepentingan  rakyatnya di  atas
kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dalam
pandangannya, pemerintah harus selalu mencari jalan
yang paling baik bagi rakyat dan setiap kebijakan yang



diambil harus mempertimbangkan dampaknya terhadap
kesejahteraan umum. Jika suatu kebijakan hanya
membawa manfaat bagi sebagian kecil kelompok elite,
sementara rakyat banyak menderita akibatnya, maka
kebijakan tersebut dapat dianggap tidak sah menurut
prinsip tata negara Islam.

Selain itu, Al-Mawardi juga menekankan pentingnya
musyawarah atau syur alam proses pengambilan
keputusan. Musyawar onsep penting dalam tata
negara Islam vy n pemimpin untuk
berkonsultasi au perwakilan
i besar. Dalam

-undang ini,
gan dengan prins
Ibu K kebijakan yang
ehingga.idealnya lui proses
bih inklusif dan t ika tidak,
kebija i sSip syura,
ari sudut

Tahun 2022
baru perlu di bijakan ini harus
ditinjau ulang berdasarkan prinsip kemaslahatan umum,
serta dipastikan bahwa pembentukannya telah melibatkan
partisipasi publik yang memadai. Jika tidak, maka
kebijakan ini tidak hanya berpotensi melanggar Undang-
Undang Dasar Tahun 1945, tetapi juga bertentangan
dengan nilai-nilai yang diusung oleh konstitusionalisme



Islam, khususnya terkait keadilan, kesejahteraan rakyat,
dan musyawarah.

Bertitik tolak dari urain — urain diatas maka , penulis
tertarik untuk membahas dan meneliti dengan mengambil
judul “Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia
Prespektif Teori Kontrak Sosial Imam Al Mawardi”.

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana Prosedur,
Indonesia Berd

indahan Ibu Kota Negara

perhatikan, tuj an dapat
masalah :
hui* Prosedur P Ibu Kota
ia berdasarkan U ng Nomor
entang Ibu Kota
2. hui  Pemindahanf 1bu Negara
au dari Teori ko

Diharapkan bahwa temuan studi ini akan
meningkatkan pemahaman kita tentang hukum tata
negara. Hasil diharapkan dapat dijadikan refrensi pada
penelitian berikutnya dengan materi sejenis.

2. Manfaat praktis



a.

nomor

2022 tentang ibu terkait

kota negara pemindahan Ibu

perspektif ~ figih Kota Negara

siyasah Perspektif
Kontrak  Sosial
Imam Al-

Manfaat penelitian ini bagi masyarakat dapat
memberikan wawasan dan informasi bagaimana
tinjauan Undang-Undang Pemindahan Ibu Kota
Nusantara terhadap Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011.

. Untuk Penulis: Untuk memenuhi persyaratan gelar

Sarjana Hukum dan untuk memperoleh informasi
baru yang berguna Bagi penulis lain yang mencari
referensi. Mengg an kebijakan pemerintah

TN dalam ilmu

penelitian,

Objek
aitu

3 tah ipsi saya




2022

Kesamaan
penelitian penulis
dengan penelitian
terdahulu  vyaitu
membahas

mengenal
prosedur

Mawardi
Caisar Alfian | Persamaan Skripsi ini
Ponelom, 2022 penelitian ini | membahas
‘Kewenangan dengan terdahulu | mengenai ibu
kedudukan otorita | dengan  penulis | kota dalam
di ibu kota | terkait prespektif
nusantara  dalam | kewenangan undang-undang
sistem tata negara | pemimgiis. dalam | dan skripsi saya
indonesia islag terkait
ditinjau dari pemindahan Ibu
perspektif {ota Negara
dusturiyah’

Imam Al-
Mawardi
Abdul Jabbar | Persamaan Perbedaan skripsi
Ridho, 2020 skripsi ini sama- | dengan  penulis
‘Kebijakan sama membahas | adalah  skripsi
pemindahan ibu |, kota Negara | terdahulu
kota Negara
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prespektif figih | dalam presektif | membahas

siyasah *’ dalam islam perspektif  figih
siyasah dan
skripsi saya
perspektif
Kontrak  Sosial
Imam Al-
Mawardi

Doni Candra, Perbedaan skripsi

2022 dengan  penulis

> Analisis adalah skripsi

Konstitusional ahulu

Terhadap

Undang

Nomor dan

2022 Te

Persamaan
skripsi ini sama-,

Pemindahan Ibu kota dan skripsi saya
Kota Negara Baru terkait  kontrak
Dalam Sistem sosial Imam Al-
Ketatanegaraan Mawardi
Indonesi

Dian  Hardian, | Persamaan Perbedaan skripsi




11

2020 Pemindahan
ibu kota maju dan
sejahtera

skripsi ini sama-
sama membahasa
Ibu Kota Negera

dan  prosedular
Pemindahan lbu
Kota

dan
pemindahan
Kota

Ibu

dengan  penulis
adalah skripsi
terdahulu dampak
secara global dan
skripsi saya
dampak tidak
keikutsertakannya
masyarakat dalam
proses

pembentukan

penulis
skripsi
dampak
sistem
dan
saya
tidak
akannya

F. Kerangka Teoritik
1. Konsep Kontrak Sosial Imam Al Mawardi

% Zaka Firma Aditya and Abdul Basid Fuadi, “Konseptualisasi
Omnibus Law Dalam Pemindahan Ibukota Negara (The Omnibus Law
Conceptualization In The Nation’s Capital Relocation),” Jurnal IImiah
Kebijakan Hukum 15, no. 1 (2021): 745.
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Salah satu aspek yang paling menarik tentang
teori ketatanegaraan Al-Mawardi adalah hubungan
bilateral yang berpartisipasi dalam kontrak sosial atas
dasar perjanjian sukarela: ahl aqdi wa al halli (ahl
ikhtyar) dan khalifah (kepala negara). Suatu kaitan atau
kontrak yang menentukan tanggung jawab dan hak
kedua belah pihak secara timbal balik. Pada gilirannya,
kepala Negara memililek hak untuk patuh kepada
rakyatnya dan m loyalitas penuh dari
negara harus tunduk

rak sosial dikenal
11, tetapi Teori

tahun 151
hidup anta 3) Jeans Jaques
Rousseu, ilmuan prancis yang hidup tahun 1712 dan
1778 M.*

10 Rashda Diana, “Al-Mawardi Dan Konsep Kenegaraan Dalam
Islam,” Tsagafah 13, no. 1 (2017): 157.

UMuhammad Nur Wahyudi, “Teori Kontrak Sosial (Studi
Komparasi Teori Politik Menurut Imam Al-Mawardi, Thomas Hobbes
Dan John Lock)” 04, no. 02 (2022): 113-125,
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G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
Jenis Penelitian hukum ini adalah penelitian
hukum normatif yang berasal dari bahasa inggris,
normative legal research dan bahasa belanda yaitu
normatife juridish onderzoek, penelitian hukum
normatif atau penelitian hukum doctrinal atau
penelitian hukum dogmatik atau penelitian legistis yang
dalam kepustakaan rika disebut sebagai legal

peraturan
adilan; teori huku

tan
enelitian = hukum

onteks hukum,
serta mem bukti yang ada.
Pendekatan hukum/pendekatan perundang—undangan
(statute approach) dan pendekatan konseptual.
Pendekatan hukum perundang-undangan atau
statute approach adalah metode penelitian hukum yang

12 Bambang waluyo,penelitian hukum dalam praktek ,sinar grafika,
Jakarta, 1996, him . 13
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dilakukan dengan menelaah semua peraturan
perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan
dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan
konseptual (conceptual approach) adalah pendekatan
yang didasarkan pada pandangan dan doktrin yang
berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini
digunakan untuk menganalisis bahan hukum, sehingga
dapat diketahui makn g terkandung dalam istilah-
istilah hukum. Pen nseptual dapat dilakukan
dengan menguiji lam teori dan praktik
untuk mem
istilah-ist

45
2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Republik Indonesia telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13

13 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, 2020. him. 89.
14 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum. (Jakarta: Prenada
Media, 2017), h. 41.
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Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang
IKN.
b. Bahan hukum sekunder
Saat melakukan penelitian melalui penggunaan
buku, jurnal, sur abar, artikel, atau bentuk
penyelidikan innya, data sekunder

sehingga

sis aturan-aturan
hukum, putusan pengadilan, perundang-undangan, dan
bahan hukum lainnya secara sistematis dan
menyeluruh.*®

15 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta:
Pustaka Pelajar, 1992). H. 201.

16 Lexy J. Moloeng. Metode Penelitian, (Bandung: Remaja Rosda
Karya). 2022. him. 34.
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H. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah penulisan ini penelitian ini,
proses penulisan skripsi kemudian diatur sebagai
berikut:

Bab [I: Pendahuluan, berisi latar belakang,
rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan
penelitian, kerangka teoretik, penelitian yang relevan,
metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: T m menggunakan teori
pembentukan Ibu Kota Negara
menurut Im mbahasan tentang

emindahan Ibu
ial Al-Mawardi
erisi simpulan d rdasarkan




BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan yang telah dipaparkan pada bab
sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan. Pertama,
dalam Prosedur Pembentukan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara itu memuat lima
tahapan proses pem ya yaitu, perencanaan,
penyusunan, dan
pengundangan.

-sektor ekonomi,
ota’ Dunia..untu

ndahan lbu Kota
ntrak sosial Imal

transparans
faktanya, dal
Negara ini, minim partisipasi masyarakat dan tidak
memcerminkan prinsip-prinsip ketatanegaraan yang adil
dan berkeadilan.
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B. Saran

Setelah penulis melakukan analisis, maka penulis

memiliki beberapa masukan dan saran terkait tema
penelitian yang telah penulis lakukan yaitu :

1.

Sebaiknya Pemerintah dan DPR dalam pemindahan Ibu
Kota Negara agar selalu memperhatikan landasan dan
prosedur pembentukan perundang—undangan yang baik,
dan benar benar bermafiaat bagi kehidupan Berbangsa
dan Negara. Yang m pemikiran Imam Al-
Mawardi ndang—undang lebih
mementing




DAFTAR PUSTAKA

Aditya, Zaka Firma, and Abdul Basid Fuadi.
“Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Pemindahan
Ibukota Negara (The Omnibus Law Conceptualization
In The Nation’s Capital Relocation).” Jurnal llmiah
Kebijakan Hukum 15, no. 1 (2021): 745.

Ansori, Saiful. “Konstitusiopalitas Pemindahan Ibu Kota

rints/inarxiv/5ro6f
tion of Capital C
tries.” Journal S

er llmu Hukum
Universitas Islam Indonesia Pendahuluan Pemindahan
Ibu Kota Negara Dari Jakarta Ke Kalimantan Timur
Dengan Disahkannya Unda” 11, no. 1 (2022): 45-65.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA, and
NOMOR 3 TAHUN 2022. Tahun 1945, 2022.
KHAIR, OTTI ILHAM. “Analisis Landasan Filosofis,
Sosiologis Dan Yuridis Pada Pembentukan Undang-

64



65

Undang Ibukota Negara.” ACADEMIA: Jurnal Inovasi
Riset Akademik 2, no. 1 (2022): 1-10.

Lubis, Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani. IImu Hukum Dalam
Simpul Siyasah Dusturiyah. Journal of Chemical
Information and Modeling. Vol. 53, 2019.

Luthfia Putri  Erwanti, Fanisa. CATATAN KRITIS
PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3
TAHUN 2022 TENTANGRIBU KOTA NEGARA SERTA
IMPLIKASI HUKU DITIMBULKAN. Jurnal
Demokrasi Dan jonal |. Vol. 1, n.d.

ional Edition, 6(
ile://IC:[Users/ACE

Nur Wahyudi,
(STUDI K IK MENURUT
IMAM AI-MAWARDI, THOMAS HOBBES DAN
JOHN LOCK)” 04, no. 02 (2022): 113-125.
https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C
5&q=teori+kontrak+sosial+dan+politik&btnG=.

Nurmawati, Made. “TEORI LEGISLASI DALAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH” (2016).

Abdul Wahhab Kallaf, Al-Siyasah al-Syari’iyyah, (Kairo:



66

Dar al-Anshar,1997)

Prianto, Wahyu, Fakultas Hukum, Nahdlatul Ulama,
Sulawesi Tenggara, JI Mayor, Jenderal Katamso, Kec
Baruga, and Kota Kendari. “Analisis Hierarki
Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum
Oleh Hans Kelsen Dan Hans Nawiasky.” Jurnal llmiah
llmu Sosial dan Pendidikan 2, no. 1 (2024): 8-109.
https://jurnal.unusultra.aglid/index.php/jisdik.

Puspitasari, Reni. ““Pros entukan Undang-Undang
Nomor 3 Tah Ibu Kota Negara

RA/Downloads
AJA_PRINT.doc

ILMU. PERUND

Diana, Rashda. sep Kenegaraan
Dalam Islam.” Tsagafah 13, no. 1 (2017): 157.

Hukum, Supremasi, Jurnal Kajian, and Ilmu Hukum.
“Tinjauan Teori Hukum Pembangunan Mochtar
Kusumaatmadja Dalam Undang-Undang Ibu Kota
Negara ( IKN ) Nor Fadillah Magister IImu Hukum
Universitas Islam Indonesia Pendahuluan Pemindahan
Ibu Kota Negara Dari Jakarta Ke Kalimantan Timur




67

Dengan Disahkannya Unda” 11, no. 1 (2022): 45-65.

Mahardika, Ahmad Gelora, and Rizky Saputra.
“Problematika Yuridis Prosedural Pemindahan Ibu Kota
Negara Baru Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”
(2022).

Nur Wahyudi, Muhammad. “Teori Kontrak Sosial (Studi
Komparasi Teori Politik Menurut Imam Al-Mawardi,
Thomas Hobbes Dan Jol@ Lock)” 04, No. 02 (2022):
113-125.

Ridho, Abdul Jabb

karta.go.id/dispusi
salahan-sepanjang
Dinamika Kekhus

Adhi, E. T. (2009). Pelayanan Sanitasi Buruk: Akar dari
Kemiskinan. Jurnal Analisis Sosial, 14(2), 76-87.

Silitonga, D. P. Y. (2010). Tahapan Perkembangan
Metropolitan Jabodetabek Berdasarkan Perubahan pada
Aspek Lingkungan. Jurnal Perencanaan Wilayah Dan
Kota, 21(3), 197-214.

Firmansyah, D., & Tjahjani, A. R. I. (2012). Analisis


http://dispusip.jakarta.go.id/dispusip/2019/04/19/permukiman-dan-permasalahan-sepanjang-ciliwung/
http://dispusip.jakarta.go.id/dispusip/2019/04/19/permukiman-dan-permasalahan-sepanjang-ciliwung/

68

Kemacetan Lalu Lintas di Suatu Wilayah (Studi Kasus
di Jalan Lenteng Agung. In Seminar Nasional Teknik
Sipil UMS 2012 (pp. 134-140). Surakarta.

Tamara, S., & Sasana, H. (2017). Analisis Dampak Ekonomi
dan Sosial Akibat Kemacetan Lalu Lintas di Jalan Raya
Bogor-Jakarta. Jurnal Riset Ekonomi Pembangunan,
2(2), 185-196. https://doi.org/10.31002/rep.v2i3.529.

Baroroh, U. (2012). Analisige Sektor Keuangan Terhadap
Pertumbuhan Ekong onal di Wilayah Jawa:
Pendekatan Mod gal Etikonomi, 11(2),

Tirto.id.

Mei~2).- Bappe kasi soal
Ibu Kota dan Ti pta. Detik.
.com/berita/d-453

okumen-pindah-ib
Perencanaan dan S
nal Ekonomi Dan

. Pembangunan
Ketimpangan.

Kemenkeu.go.id.
https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pembangu

nan-infrastruktur-untuk-mengurangi-ketimpangan/.
Bhinadi, A. (2003). Disparitas Pertumbuhan Ekonomi Jawa

dan Luar Jawa. Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan,

8(1), 39-48. https://doi.org/10.20885/ejem.v8i1.638.
Wiwoho, B. (2017, September 11). Beda Gaya Jokowi



https://doi.org/10.31002/rep.v2i3.529
https://doi.org/10.15408/etk.v11i2.1892
https://tirto.id/bappenas-ibu-kota-dipindah-agar-jakarta-jadi-kota-ekonomi-dvaG
https://tirto.id/bappenas-ibu-kota-dipindah-agar-jakarta-jadi-kota-ekonomi-dvaG
https://news.detik.com/berita/d-4532792/bappenas-klarifikasi-soal-dokumen-pindah-ibu-kota-dan-tim-na
https://news.detik.com/berita/d-4532792/bappenas-klarifikasi-soal-dokumen-pindah-ibu-kota-dan-tim-na
https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pembangunan-infrastruktur-untuk-mengurangi-ketimpangan/
https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pembangunan-infrastruktur-untuk-mengurangi-ketimpangan/
https://doi.org/10.20885/ejem.v8i1.638

69

“Daripada” Soeharto Membangun Infrastruktur. CNN
Indonesia.
https://www.cnnindonesia.com/nasional/201709110816
09-20-240838/beda-gaya-jokowi-daripada-soeharto-
membangun-infrastruktur

Risal, M. (2016). Kearifan Lokal dalam Pembentukan Daerah
Otonomi Baru di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus:

Kearifan Lokal di Dagigh Apau Kayan Kabupaten

Malinau). Jurnal Adgj e Reform, 4(2), 106-126.

Makkelo, j . S8 Tinjauan
is Da . Jurnal of
5, 12(2), 83-101.
1999). Urbanisasi
Kota i Jonesia. . Populas
i ).22146/]p.12484.
Hamirul. : i Bi i yé i festasikan
ungsional.

embangan
57-72.

orma Agraria di
Indonesia. i, (2), 188-216.
https://doi.org/10.20473/ydk.v28i2.1881.

Herdiana, Dian. (2022). Pemindahan Ibukota Negara : Upaya
Pemerataan Pembangunan ataukah Mewujudkan Tata
Pemerintahan yang Baik. Fakultas Syariah dan Hukum,
UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jurnal
Transformative, Vol. 8 No. 1 Tahun 2022.



https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170911081609-20-240838/beda-gaya-jokowi-daripada-soeharto-membangun-infrastruktur
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170911081609-20-240838/beda-gaya-jokowi-daripada-soeharto-membangun-infrastruktur
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170911081609-20-240838/beda-gaya-jokowi-daripada-soeharto-membangun-infrastruktur
http://dx.doi.org/10.52239/jar.v4i2.597
https://doi.org/10.22146/jp.12484
https://doi.org/10.26618/ojip.v7i1.330
https://doi.org/10.20473/ydk.v28i2.1881

